
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ·12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); · ·-. 

3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentanq Penyelengg.araan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten 
Humbang Hasundutan di Provlnsi S_umatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003·-·Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan 

·Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan 
Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias 
Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksad pada huruf 
a maka perlu membentuk Peraturan Bupati Nias Selatan tentang 
Penjabaran Perubahari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011; 

PERA TURAN BUPATI NIAS SELA TAN 
NOMOR 34 TAHUN 2011 

TENT ANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NIAS SELATAN, 

SERl:A NOMOR:34 

BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS SELATAN 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9. . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun . 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); · 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 56. Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4659); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); · 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 201 O tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 
tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan 
Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera 
Utara; 

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 
tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan 
Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi 
Sumatera Utara; 



3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 94.807.057.549 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. _ (+) 

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 94.807.057.549 

Rp.(91.696.257.549) 

Rp. 523.719.470.430 
Rp. 48.688.808.601 (+) 

Rp.572.408.279.031 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang 

Jumlah belanja setelah perubahan 
H 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

Rp. 480.712.021.482 Jumlah pendapatan setelah perubahan 

Rp. 456.912.412.881 

Rp. 23.799.608.601 (+) 

a. Semula 

b. Bertambah/(berkurang) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas: 

1. Pendapatan Daerah 

Pasal1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN NtAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011. 

MEMUTUSKAN: 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata 
Naska Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan 
Tahun 2011 Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Selatan Tahun 2011 Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 15); 

36.- Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah Kabupaten Nias 
Selatan Tahun 2011 Nomor 4); 

37. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
T eknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah 
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 8); 

38. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan; 



FIRM 
PENAT TK.I 
NIP.19720222200112 1004 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2011 

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA 
KABAG HU KUM SETDA KABUPATEN NIAS SELA TAN 

ASA' ARO LAIA 

ttd. 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, 

Diundangkan di T eluk Dalam 
pada tanggal 10 November 2012 

IDEALISMAN DACHI 

ttd. 

BUPATI NIAS SELATAN, 

Ditetapkan di Teluk Dalam 
pada tanggal 8 November 2011 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias 
Selatan ini dalam Serita Daerah. 

Pasal4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari peraturan ini. 

Pasal3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini 

Pasal2 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
Setelah Perubahan Rp. 1.110.800.000 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 92.807.057.549(-) 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 28.000.000.000 
2) Bertambah/ (berkurang) (Rp. 26. 000. 000. 000)( +) 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.000.000.000 (-) 


